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ABSTRACT 

The coastal border is a protective zone that must be safeguarded by means of 

space exploitation activities in accordance with spatial planning directives. In fact, 

however, there are still indications of a violation of the incoherence between the 

use of space and spatial planning. The objective of this research is to (a). Know the 

compatibility between land use with the RDTR of the Siung-Wediombo area 

planning; (b) Know the strategy implemented by the government of Gunungkidul 

district in particular the Ministry of Agriculture and Space Administration in 

carrying out the control of space utilization; (c) Know regulations related to the 

control and utilization of space that have been implemented in Gunungkidul 

District. 

The method used in this research is the method of research mix method or 

method of mixing between methods of quantitative research and method of 

coalitative research. Quantitative method is realized with method of survey to find 

data related to the use of land existing in the field, while qualitative methods are 

realised with a descriptive approach to know and describe the data relating to the 

strategy of control of space utilization used in the district of Gunungkidul in the 

effort to control the utilization of space and any regulation that has been applied in 

the District of Gunungkidul for the effort of controlling the usage of space. 

The results of the analysis have been obtained that the classification of land use 

in accordance with the RDTR is 143.50 Ha, while the use of land not in conformity 

with spatial planning is 2.60 Ha of the total area of land-use suitability in the border 

zone of the BWP Siung-Wediombo. In connection with the strategy carried out by 

the government of the district of Gunungkidul in conducting control of space 

utilization, among them socialization related to spatial regulation, direct or indirect 

socialization, monitoring after the issuance of space usage permits through the 

implementation assessment of the suitability of space utilisation activities or CCPR, 

implementation of CCPR for activities seeking to use the OSS system, and carry out 

the preparation of regulations such as the control device of the use of space to 

support the operation of the space control in the districts of Gunungkidul. While 

related to the regulations that have been implemented in the district of Gunungkidul 

in the effort to control the user of space, among them are the Regulations of 

Yogyakarta Special Area Number 10 Year 2023, the Regulation of the Governor of 

the Yogyakarta special area Number 9 Year 2023. 
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BAB I                                                                                                    

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sustainable Development Goals (SDGS) merupakan komitmen global 

dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang dideklarasikan oleh 

negara maju maupun berkembang pada sidang umum PBB September 2015. 

SDGS memuat 17 tujuan yang saling terkait dan mendukung untuk mengatasi 

berbagai tantangan global. Salah satu programnya yaitu Sustainable Cities and 

Communities atau mewujudkan kota dan permukiman berkelanjutan (Bappenas, 

2015). 

Aspek keberlanjutan yang digaungkan dalam SDGS penting untuk 

dipahami dan dilaksanakan mengingat selain untuk menyukseskan program 

tersebut juga demi menjaga bumi secara lebih baik untuk kehidupan ke depan. 

Meningkatnya jumlah penduduk akan berdampak pada perkembangan wilayah 

yang mana akan meningkatkan pembangunan pada tanah (Maharani, 2023). 

Pembangunan berkelanjutan dapat berupa berkelanjutan secara ekonomi, 

berkelanjutan sosial, dan berkelanjutan lingkungan, yang itu semua harus 

berkembang secara sebanding, karena apabila tidak sebanding maka 

pembangunan akan terperangkap pada bentuk pembangunan gaya lama yang 

hanya menekankan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan perkembangan 

dari sisi lingkungan dan sosial (Suparmoko, 2020). Pembangunan seharusnya 

dilakukan melalui kegiatan penataan ruang secara lebih terpadu dan terarah, 

supaya sumber daya seperti tanah yang terbatas mampu dimanfaatkan secara 

efektif dan efisien (Reja, 2021). 

Pembangunan berkelanjutan salah satunya dapat diwujudkan melalui bijak 

dalam melakukan pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang sendiri merupakan 

bagian dari penataan ruang. Pembangunan suatu daerah tentu harus 

dilaksanakan melalui penataan ruang yang terpadu, terarah terencana dengan 

baik (Sirait, 2021). Penataan ruang adalah sebuah sistem yang terdiri dari 

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan 

ruang dimana menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan harus 
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dilaksanakan sesuai dengan kaidah penataan ruang, sehingga diharapkan 

mampu terwujud adanya pemanfaatan ruang yang berhasil dan dapat 

mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta tidak terjadi 

pemborosan pemanfaatan ruang yang dapat menyebabkan penurunan kualitas 

ruang (Adharani dan Nurzaman, 2017).  

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan 

penataan ruang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ruang adalah 

wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang 

di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia, dan makhluk 

lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 

Dalam penerapannya penyelenggaraan ruang di darat dapat diwujudkan melalui 

kegiatan penggunaan tanah. Penggunaan tanah merupakan bentuk tutupan 

permukaan bumi yang terbentuk secara alami maupun oleh aktivitas manusia 

(Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), 2012).  

Penggunaan tanah oleh aktivitas manusia tidak dapat dilakukan secara 

sembarangan, karena dapat mendorong perkembangan wilayah yang tidak 

terkendali (unnamed growth) dan juga  memicu terjadinya perubahan 

penggunaan tanah. Perubahan penggunaan tanah yang dimaksud yaitu dari 

penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian yang tidak sejalan dengan 

upaya untuk mewujudkan swasembada pangan dan pembangunan yang 

berkelanjutan. Permasalahan tersebut menjadi dualisme ketika perkembangan 

wilayah merupakan suatu keharusan dan pengendalian penggunaan tanah juga 

jelas dibutuhkan, mengingat tanah merupakan sumber daya yang terbatas 

(Sutaryono, 2007). 

Pengaturan mengenai kegiatan penggunaan tanah telah diatur melalui 

ketentuan terkait rencana tata ruang dalam hal ini yaitu RDTR atau Rencana 

Detail Tata Ruang. Pada Permen ATR/BPN No 21 Tahun 2021 tentang 

Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan 

Ruang yang dimaksud Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah rencana 

secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi 

dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. 



3 

Keselarasan penggunaan tanah dengan rencana tata ruang merupakan tujuan 

disusunnya RDTR untuk mewujudkan kesesuaian antara penggunaan tanah 

dengan rencana tata ruang sehingga terwujudlah pembangunan yang 

berkelanjutan. Namun secara faktual di lapangan menunjukkan bahwa 

penerapan rencana tata ruang belum maksimal. Terkait hal tersebut dapat 

diamatai dari adanya penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan apa yang 

diatur dalam rencana tata ruang, sehingga dapat dikatakan penggunaan tanah 

tersebut tidak sesuai dengan tata ruang. Penggunaan tanah yang tidak sejalan 

dengan rencana tata ruang dapat dinyatakan sebagai terindikasi melakukan 

pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang. 

Salah satu contoh indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang dalam hal ini 

berada di sempadan pantai yaitu adanya 11 hotel bintang empat dan lima di 

Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Indikasi pelanggaran ini terungkap setelah pemerintah daerah melakukan audit 

pada tahun 2021. Akhirnya ke 11 hotel tersebut dikenakan sanksi berupa denda, 

yang totalnya mencapai sekitar 34 miliar rupiah. Menurut Edistasius Endi, yang 

juga Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Manggarai Barat dalam 

LabuanBajoTerkini, bahwa denda ini terkait pelanggaran pemanfaatan ruang 

sempadan pantai, privatisasi akses publik, limbah sampah, dan lain sebagainya. 

Terkait sanksi atas 11 hotel tersebut telah diatur melalui Surat Keputusan Bupati 

Nomor: 277/Kep/HK/2021 (Edison, 2024). 

Kabupaten Gunungkidul yang merupakan salah satu tujuan wisata di Daerah 

Istimewa Yogyakarta dengan wisata unggulan pantai yang menyumbang rata-

rata 26,9% pertahun dari ekonomi wilayah di Kabupaten Gunungkidul tentu 

akan menyebabkan banyak perkembangan infrastruktur yang akan terjadi, 

termasuk pemanfaatan ruang yang dilakukan di Kawasan sekitar pantai (Aji, 

2020). Pemanfaatan ruang di Kawasan sekitar pantai perlu dikendalikan agar 

dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pemanfaatan ruang yang 

berkelanjutan yang dimaksud yaitu melakukan pemanfaatan ruang tanah 

dengan memperhatikan ketentuan pada perencanaan tata ruang dalam hal ini 

RDTR yang berlaku.  
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Perkembangan pariwisata pantai sebagai salah satu sektor pariwisata 

primadona di Kabupaten Gunungkidul tidak lepas dari adanya pembangunan 

sarana dan prasarana serta masuknya investor yang ingin menanamkan modal 

lewat berbagai kegiatan pendukung pariwisata pantai seperti penginapan, rumah 

makan, resort, area swafoto dan lain-lain. Namun pembangunan tersebut tentu 

harus memiliki izin dari Pemerintah  Kabupaten Gunungkidul.  

Berdasarkan wawancara dengan pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

(DPTR) Kabupaten Gunungkidul bahwa terdapat adanya indikasi pelanggaran 

tata ruang. Contohnya adalah indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang 

berlokasi di Kapanewon Panggang berupa area swafoto yang menjorok ke laut, 

padahal area tersebut berada pada tebing yang juga merupakan kawasan zona 

sempadan pantai yang tentu saja bertentangan dengan rencana tata ruang yang 

berlaku. Sempadan pantai sendiri yaitu kawasan sepanjang daratan pantai 

dengan daerah selebar minimum 100 meter yang ditarik dari titik pasang 

tertinggi air laut ke arah darat. 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 

pasal 72 ayat 2 huruf b bahwa pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada zona 

sempadan pantai diantaranya yaitu Ruang Terbuka Hijau (RTH), 

pengembangan struktur buatan dan struktur alami guna mencegah bencana 

pesisir, Pendidikan dan penelitian; kearifan lokal dan kepentingan adat yang 

mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat 

adat, serta tradisi dan kebiasaan, pertahanan dan keamanan, perhubungan, dan 

komunikasi. Sehingga tidak diperbolehkan apabila melakukan Pembangunan 

bangunan permanen di atas zona sempadan pantai seperti yang dijelaskan pada 

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 pasal 72 ayat 

2 huruf e yakni kegiatan yang tidak diperbolehkan pada sempadan pantai yaitu 

mendirikan bangunan di sempadan pantai dan segala jenis kegiatan yang dapat 

menurunkan luas dan nilai ekologis pantai. 

Menurut penuturan pegawai Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten 

Gunungkidul sektor pariwisata pantai Kabupaten Gunungkidul saat ini sedang 

berkembang pesat termasuk mengenai pembangunan atau pemanfaatan tanah di 
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kawasan pantai dan juga pada zona sempadan pantai. Selain itu didukung 

dengan semakin mudahnya akses menuju pantai yakni dengan adanya Jalur 

Jalan Lintas Selatan (JJLS) maka minat turis berkunjung akan semakin 

meningkat yang akan berimplikasi pada perkembangan pembangunan sarana 

pendukung pariwisata di daerah tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan adanya 

pengendalian pemanfaatan ruang. 

Pengendalian pemanfaatan ruang memiliki tujuan berupa mewujudkan 

pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan sebagai langkah 

awal untuk mencegah munculnya dampak buruk kepada lingkungan sebagai 

dampak dari pemanfaatan ruang (Hastri, Rachman dan Shafarinda, 2022). 

Pemberian insentif dan disinsentif adalah sebuah cara untuk melakukan 

pengendalian pemanfaatan ruang yang dirasa dapat mendatangkan akibat yang 

positif untuk mendukung pembangunan sesuai yang telah ditetapkan dalam 

rencana tata ruang (Wardenia dan Hirsan, 2018). 

Berkaca pada uraian mengenai indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang 

pada Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul pada uraian di atas yang 

diawali dengan ketidaksesuaian penggunaan tanah dengan tata ruang ditambah 

geliat pariwisata pantai yang makin meningkat, maka muncul pertanyaan 

mengenai sudahkah penggunaan tanah di sempadan pantai Kabupaten 

Gunungkidul sesuai atau malah tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang 

berlaku. Keberadaan RDTR di Kabupaten Gunungkidul saat ini baru terdapat 

satu RDTR yang telah disahkan, yakni RDTR BWP Siung-Wediombo. Adanya 

RDTR memiliki posisi penting dalam melakukan kegiatan pengendalian 

pemanfaatan ruang, oleh sebab itu mengetahui kesesuaian antara penggunaan 

tanah dengan rencana tata ruang merupakan suatu cara untuk melakukan 

pengendalian pemanfaatan ruang, supaya tidak terjadi adanya indikasi 

pelanggaran pemanfaatan ruang seperti yang terjadi di Kabupaten Manggarai 

Barat dan Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul, yang mana selain 

terindikasi melanggar peraturan yang berlaku juga berbahaya dari segi 

keselamatan dan tidak selaras dengan pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab 

itu menjadi penting untuk mengetahui bagaimana kesesuaian penggunaan tanah 
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pada zona sempadan pantai dengan RDTR BWP Siung-Wediombo dan 

bagaimana strategi serta regulasi pengendalian pemanfaatan ruang apa yang 

diterapkan di zona sempadan pantai. Untuk itu peneliti tertarik mengangkat 

judul ”Kesesuaian Penggunaan Tanah Di Zona Sempadan Pantai dengan 

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Siung Wediombo 

Kabupaten Gunungkidul”. 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana kesesuaian penggunaan tanah di zona sempadan pantai Selatan 

Kabupaten Gunungkidul terhadap RDTR Bagian Wilayah Perencanaan 

Siung-Wediombo? 

2. Bagaimana strategi pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul khususnya Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang? 

3. Apa regulasi pengendalian pemanfaatan ruang yang sudah diterapkan di 

Kabupaten Gunungkidul?  

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui kesesuaian antara penggunaan tanah dengan RDTR bagian 

wilayah perencanaan Siung-Wediombo. 

b. Mengetahui strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten 

Gunungkidul khususnya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam 

melakukan pengendalian pemanfaatan ruang. 

c. Mengetahui regulasi pengendalian dan pemanfaatan ruang yang sudah 

diterapkan di Kabupaten Gunungkidul. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan penelitian ini secara akademis yaitu diharapkan dapat 

memperkaya pengetahuan atau wawasan dari peneliti terkait kesesuaian 

penggunaan tanah dengan RDTR bagian wilayah perencanaan Siung-

Wediombo dan strategi pengendalian pemanfaatan ruang serta regulasi 

apa saja yang sudah diterapkan di lingkungan pemerintah Kabupaten 

Gunungkidul dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang. 
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b. Kegunaan penelitian ini secara praktis yaitu sebagai bentuk gambaran 

dan masukan serta informasi terkait bagaimana kesesuaian penggunaan 

tanah di zona sempadan pantai terhadap RDTR bagian wilayah 

perencanaan Siung-Wediombo yang nantinya dapat digunakan sebagai 

referensi data dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang di 

daerah RDTR BWP Siung-Wediombo. 
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BAB V                                                                                                      

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kesesuaiaan penggunaan tanah di zona sempadan pantai dengan RDTR 

BWP Siung-Wediombo menghasilkan dua klasifikasi yakni sesuai dan tidak 

sesuai. Untuk penggunaan tanah yang sesuai dengan arahan tata ruang 

memiliki luas sebesar 143,50 Ha atau 98,22% dari total luas zona sempadan 

pantai RDTR BWP Siung-Wediombo. Penggunaan tanah yang sesuai 

dengan arahan tata ruang berupa penggunaan tanah kebun campuran, pasir, 

sawah tadah hujan, semak, tanah terbuka lainnya jenis batuan karst, tegalan, 

dan tempat parkir. Adapun penggunaan tanah yang tidak sesuai terhadap 

arahan tata ruang yakni seluas 2,60 Ha atau 1,78% dari total keseluruahan 

luas zona sempadan pantai RDTR BWP Siung-Wediombo. Contoh 

penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RDTR yaitu berupa 

penggunaan tanah perdagangan umum, penginapan, instansi pemerintah 

sipil, kampung jarang tidak teratur, langgar/mushala/surau, dan rekreasi. 

Meskipun penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan tata ruang tidaklah 

memiliki luasan yang besar. Namun hal tersebut harus tetap menjadi 

perhatian dan dilakukan tidak lanjut. Hal ini disebabkan karena penggunaan 

tanah yang tidak sesuai dengan tata ruang dikhawatirkan akan menyebar 

secara lebih masif kedepannya apabila tidak segera dialakukan tidaklanjut 

atas adanya fenomena tersebut.   

2. Strategi pengendalian pemanfaataan ruang yang dilakukan Pemerintah 

Kabupaten Gunungkidul diantarannya yaitu melakukan sosialisasi regulasi-

regulasi terkait tata ruang kepada masyarakat, baik secara langsung melalui 

pertemuan ataupun secara tidak langsung melalui pemasangan papan 

himbauan yang isinya mengenai regulasi tata ruang. Selanjutnya yaitu 

melakukan monitoring setelah perizinan pemanfaatan ruang terbit melalui 

kegiatan penilaiaan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang 

(KKPR). Setelah itu dilakuakan juga penerapan KKPR untuk kegiatan 

berusaha melaui sistem one single submission atau OSS. Adapun yang 
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terakhir yaitu melakukan penyusunan regulasi mengenai perangkat 

pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam melakukan upaya pengendalian 

pemenfaatan ruang DPTR dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

Kabupaten Gunungkidul. Hasil dari kegiatan pengendalian pemanfaatan 

ruang yang dilakukan yaitu masih belum maksimal tetapi sedang terus 

diupayakan untuk lebih baik lagi. 

3. Regulasi yang sudah diterapkan di Kabupaten Gunungkidul dalam upaya 

pengendalian pemanfaatan ruang diantaranya Peraturan Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2043; Peraturan Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Strategi 

Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Satuan 

Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023-2043; Peraturan Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030; dan Peraturan Bupati 

Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang 

Bagian Wilayah Perencanaan Siung-Wediombo Tahun 2020-2040. 

Hambatan dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang ditemukan 

diantaranya terkait dana atau anggaran yang solusinya dengan melakukan 

penganggaran yang lebih baik di tahun depan. Selanjutnya hambatan berupa 

kurangnya sumberdaya manusia (SDM) yang solusinya berupa meminta 

bantuan tenaga dari OPD lain dan juga dapat meminta bantuan tenaga dari 

pihak swasta. Hambatan terkahir yaitu mengenai belum adanya perangkat 

pengendalian pemanfaatan ruang yang solusinya yaitu sedang dilakukan 

penyusunan rancangan peraturan bupati terkait perangkat pengendalian 

pemanfaatan ruang. 

B. Saran 

1. Terkait adanya ketidaksesuaian antara penggunaan tanah di zona sempadan 

pantai dengan RDTR BWP Siung-Wediombo yang ditemukan di lapangan, 

maka diharapkan pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat meningkatkan 

pengawasan dalam memberikan pelayanan dan perizinan mengenai 
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pemanfaatan ruang, dan apabila terdapat indikasi pelanggaran terhadap tata 

ruang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan melakukan 

peninjauaan secara langsung di lapangan. Tindakan tegas perlu diberikan 

apabila ditemui adanya kegiatan pelanggaran pemanfaatan ruang supaya 

tidak terjadi peluasan penggunaan tanah  yang tidak sesuai dengan tata 

ruang secara lebih masif dikemudian  hari. 

2. Salah satu cara alternatif dalam melakukan sosialisasi mengenai tata ruang 

yaitu dengan lebih memaksimalkan sarana media sosial, contohnya seperti 

menggunakan akun instagram kantor untuk membagikan informasi terkait 

penggunaan tanah apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan pada 

suatu zona khususnya zona sempadan pantai. Pascadilakukannya 

monitoring terkait suatu perizinan yang telah terbit melalui penilaiaan 

KKPR, sebaiknya dilakukan juga monitoring lanjutan secara berkala dalam 

selang waktu tertentu secara langsung di lapangan. Hal itu dimaksudkan 

supaya antara perizinan pemanfaatan ruang yang telah terbit dengan 

pemanfaatan ruang di lapangan tetap sesuai pada tahun-tahun berikutnya. 

3. Regulasi terkait tata ruang yang telah diterapkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Gunungkidul dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang 

diharapkan dapat ditingkatkan mengenai volume sosialisasinya. Mengingat 

karena dilapangan masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara 

penggunaan tanah dengan rencana tata ruang, khususnya di zona sempadan 

pantai. 

4. Penelitian ini belum membahas mengenai alas hak dari penggunaan tanah 

di zona sempadan pantai, perizinan atas penggunaan tanah di zona 

sempadan pantai. Selain itu juga belum membahas mengenai proyeksi 

perubahan penggunaan tanah di tahun-tahun mendatang pada zona 

sempadan pantai RDTR BWP Siung-Wediombo. Sehingga selanjutnya 

dapat di teliti lebih lanjut mengenai hal tersebut. 
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